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ABSTRACT

The government is obliged to meet the basic needs of the community, including land
services managed by the land office. Public complaints often arise about the slow process of
obtaining land certificates. Other concerns include busy workdays, long queues, and the
presence of brokers. Given these concerns, spatial planning and land experts have focused
on improving human resources and technology. One such innovation is the Weekend Land
Service (PELATARAN). The Weekend Land Service Program was created to facilitate the
public in carrying out various administrative activities outside of working days, so that
people can take care of their own documents without using intermediaries or brokers. In
addition, the Weekend Land Service Program can also increase the Public Satisfaction Index
towards the quality of services provided by the government. This study aims to determine
the value of the IKM towards the quality of service in the Weekend Land Service program
at Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II and to determine the influence of service quality
simultaneously and partially on the IKM in the Weekend Land Service program at Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor II.

The research method used was descriptive quantitative. To test the hypothesis, an
analysis was conducted using descriptive statistics. Data analysis used multiple linear
regression. Data were collected through a questionnaire given to the public regarding the
quality of service against the IKM in the Weekend Land Service program at Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor II.

The results of the study indicate that the value of the IKM on the quality of service
in the Weekend Land Service program at Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II is 79.275
and is included in the good category. Then, the quality of service simultaneously has a
significant effect on the IKM in the Weekend Land Service program at Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor II. Then, partially the variables of Reliability, Responsiveness, and
Tangibles are proven to have a significant effect on the IKM in the Weekend Land Service
program at Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, while the variables of Assurance and
Empathy are proven to have no significant effect on the IKM in the Weekend Land Service
program at Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II. This study is expected to be an input for
the Ministry of ATR/BPN to maintain and improve the quality of public services.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berdasarkan nilai keadilan pada sila kelima, pelayanan publik harus memelihara
kepercayaan dalam setiap aspek tindakan, pencapaian standar, serta keterlibatan masyarakat
yang menonjolkan sikap adil dalam memberikan pelayanan. Nilai Pancasila merupakan
pedoman utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang beradab. Pelayanan yang
berkualitas ditentukan oleh pelaksanaan seluruh sila Pancasila, mulai dari nilai Ketuhanan,
nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, hingga nilai keadilan. Seluruh nilai
tersebut, menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam konsep menciptakan pelayanan
publik yang memuaskan antara masyarakat dan pemerintah. Pancasila berfungsi sebagai
benteng utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kolaborasi antara makna
pelayanan publik dan nilai Pancasila setidaknya merupakan hubungan yang serasi.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada
Pasal 1 butir (1), pelayanan publik dijelaskan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
seluruh warga negara dan penduduk. Layanan ini meliputi berbagai jenis barang, jasa, serta
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan
publik ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat pengguna
layanan guna menciptakan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta
memberikan kepastian hukum. Barusman (2024) mengatakan bahwa kualitas pelayanan
berarti memenuhi kebutuhan dan persyaratan pelanggan dan memenuhi janji dengan cepat.
Selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Sari dkk., (2023) bahwa pelayanan publik
merupakan aktivitas yang mengutamakan kepentingan pengguna layanan, mempermudah
berbagai urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan
kepuasan kepada publik.

Kepuasan masyarakat bisa dicapai apabila aparatur pemerintah penyelenggara
layanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung berupaya dan memiliki keinginan
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Masyarakat akan merasa puas jika layanan
yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau bahkan lebih baik dari standar
tersebut. Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh mereka bisa

dihitung melalui Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM. Indeks Kepuasan Masyarakat



(IKM) adalah informasi tentang sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan
yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik, informasi ini diperoleh
melalui pengukuran pendapat masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif (Fitria dkk., 2020).

Pelayanan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dan
kewajiban pemerintah adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang melibatkan
penyediaan berbagai layanan yang sifatnya fundamental bagi kehidupan sehari-hari. Salah
satu layanan yang bersifat fundamental adalah yang berkaitan dengan sertifikat kepemilikan
atau penguasaan tanah, yang diatur dan dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Diharapkan keberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mendukung masyarakat
dalam memperoleh layanan pertanahan. Namun, sering kali terdapat keluhan terkait dengan
lambannya proses pengurusan sertifikat tanah. Hal ini menimbulkan fenomena
ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Selain itu terdapat
faktor-faktor lain yang memicu masyarakat untuk enggan melakukan kegiatan administrasi
pertanahan secara langsung adalah memiliki kesibukan di hari kerja, antrean pelayanan yang
panjang membuat masyarakat tidak bisa memanfaatkan layanan pertanahan, serta adanya
calo yang dengan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan
bantuan untuk proses tersebut. Guna menindak lanjuti hal tersebut para ahli tata ruang dan
pertanahan untuk tidak hanya fokus pada peningkatan teknologi, tetapi juga pada
peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan
adalah pelayanan pertanahan akhir pekan (PELATARAN).

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II adalah salah satu contoh Kantor Pertanahan
yang telah melaksanakan program Pelataran, dengan tujuan untuk membantu masyarakat
dalam melakukan berbagai kegiatan admistrasi diluar hari kerja, sehingga masyarakat dapat
mengurus sendiri surat-surat tanpa menggunakan perantara atau calo, yang terdiri dari tujuh
program Pelataran yang dilakukan yaitu Pengecekan, SKPT, Perubahan Hak, Roya, Hak
Tanggungan, Pendaftaran SK, Peralihan Hak, untuk memberikan kepastian hukum bagi
pemilik tanah di wilayah tersebut. Adapun dengan adanya program tersebut diharapkan
dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah, melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam

putusan tersebut juga menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat akan pelayanan yang



disediakan oleh pemerintah bisa diukur secara kualitatif dan kuantitatif dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhan dari masyarakat.

Adapun dengan diciptakannya program Pelataran, maka peneliti ingin mengukur
Indeks Kepuasan Masyarakat yang dalam hal ini akan memberikan gambaran yang jelas
mengenai aspek mana yang perlu ditingkatkan dan apa yang sudah berjalan dengan baik
dalam program pelayanan pertanahan akhir pekan (PELATARAN). Menurut Yanuariza &
Novitaningtyas yang dikutip oleh Nuraini & Habiburahman (2023) menjelaskan bahwa
kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman
konsumsi suatu produk atau jasa. Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka peneliti tertarik
melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II dengan judul “Pengaruh
Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Program
Pelayanan Tanah Akhir Pekan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I1”.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa besar nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan
dalam program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 11?7

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam program Pelataran di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor 11?7

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian tetap terarah dan tidak melebar dari topik pembahasan yang
dimaksud, maka peneliti membataskan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini kualitas pelayanan diukur melalui lima dimensi utama menurut
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) yang dikenal dengan model
SERVQUAL: Keandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan
(assurance), Kepedulian (empathy), dan Bukti Fisik (tangibles). Model ini menekankan
bahwa kualitas layanan dirasakan oleh pelanggan berdasarkan perbandingan antara
harapan mereka dengan persepsi mereka terhadap pelayanan yang sebenarnya.

2. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), digunakan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai

dasar pengukuran IKM yang terdapat 14 Variabel atau indikator yang meliputi Prosedur



pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisiplinan Petugas
Pelayanan, Tanggung Jawab Petugas Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan,
Kecepatan Pelayanan, Keadilan mendapatkan Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan
Petugas, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Kepastian Jadwal

Pelayanan, Kenyamanan Lingkungan, dan Keamanan Pelayanan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin
dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui berapa besar nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap kualitas pelayanan dalam program Pelataran di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor II; dan

b. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan dan
parsial terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam program Pelataran
di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II.

2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, manfaat yang ingin
dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran untuk
penelitian selanjutnya, terutama untuk penelitian terkait kualitas pelayanan
terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat dalam program Pelataran.

b. Manfaat Praktis
Bagi Kementerian ATR/BPN diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan

evaluasi untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat akan program-
program yang dijalankan atau yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Bagi
masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait
program Pelataran sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini

dengan maksimal.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui program
Pelataran yang telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II dengan 30
responden pemohon program Pelataran dengan menggunakan 14 indikator, diperoleh
hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 79,275 dan termasuk dalam
kategori baik. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan
program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II sudah berjalan dengan
baik.

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial (satu per satu dari setiap variabel

independen) dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, diperoleh kesimpulan sebagai

berikut.

a. Keandalan (Reliability) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dalam program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor II.

b. Daya Tanggap (Responsiveness) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dalam program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor II.

c. Jaminan (A4ssurance) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dalam program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor II.

d. Kepedulian (Empathy) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dalam program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor II.

e. Bukti Fisik (7angibles) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dalam program Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor II.

Kemudian secara simultan (bersama-sama dari semua variabel independen) dengan

menggunakan nilai signifikansi 5% membuktikan bahwa Kualitas pelayanan

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam program

Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II.
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B.
1.

Saran

Dengan nilai IKM sebesar 79,275 yang dikategorikan baik, Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor II disarankan untuk meningkatkan target IKM menjadi kategori
sangat baik (di atas 81,25), mengevaluasi indikator dengan skor terendah untuk
dilakukan perbaikan, dan melakukan survei IKM secara berkala untuk melihat
perkembangan nilai IKM kedepannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat
menerima pelayanan sebaik dan semaksimal mungkin.

Mengingat bahwa variabel Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness),
dan Bukti Fisik (7angibles) berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM), Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II disarankan untuk
meningkatkan konsistensi dalam memberikan pelayanan sesuai standar yang telah
ditetapkan, mempercepat waktu respon terhadap pertanyaan dan keluhan masyarakat,
serta melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas fasilitas fisik, teknologi, dan
sarana prasarana pendukung pelayanan. Kemudian, untuk variabel Jaminan (Assurance)
dan Kepedulian (Empathy) yang tidak berpengaruh secara signifikan perlu dilakukan
pelatihan soft skill kepada petugas agar semakin mampu memberikan rasa aman dan
perhatian kepada masyarakat sehingga ke depannya kedua aspek ini juga dapat
meningkatkan kepuasan masyarakat, pengembangan kemampuan empati dan
komunikasi petugas dalam melayani masyarakat, serta evaluasi mendalam mengenai
kedua variabel tersebut yang tidak berpengaruh. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
IT juga dapat membangkan inovasi berbasis teknologi untuk mempermudah masyarakat
mengakses layanan pertanahan dan menerapkan sistem antrean online atau aplikasi

layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.
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